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ADSTRAK 
ANALISIS HUKUM PENYEl.F.SAIAN SENGKETA PENJUALANTANPA 

PERJANnAN KERJA SAMA SECARA TERTUUS PADA VSAHA 
DAHAN BAKU TRIPLEK 

Oleh: 

RAllMA 
NPM: 218'00147 

P~nelisihnn individu dan bisnis mengmai pcnjualan triplek tanpa perjanjian 
kerjasama fomial sering kali berusal dari transaksi info:nnal yang didasarkan 
pada kepcrcayaan atau k.esepakatan lisan. 1idak adanya kontnik tertulis untuk 
mendeflnisikan hak dan kcwajiban pihak-pihak yang lerlibat Dalam bisnis 
tidak tcrlcpas pemcsanan trirlck dcngan janji pcmbayaran pada saat 
pcngiriman.. kcgagalan dalam pcmbayanm yang alchlmya menycbabkan 
pcrselisihan diantan para pillak. Pcnelitian ini menggunilkan mctodc pmclilian 
hukum nonnatif dmgan pendek.ntan studi lltcmrur. yaitu dengan mmeliri 
bahnn-bahan hukum primer. sckundcr dan tersicr. Data primer dipcroJch drui 
ha.~il wawa:ncara dcngan direktur UD. Dua Saudara kemudian dianalisis secara 
kualilati[ Pe:nclitian ini bcl1ujuan untuk mmgdahui bentuk wanprata..~i 

peloksanaan jual bcli dan upaya hukum yang dilakukan dalam pcnyclcsaiaan 
scngketa pcnjunlan. Ha.sil pcnelitian mcnunjukkan bahwa pcn,g,aturan bukwn 
pada penyetesaian $Ctlgketa penjualan UD .. Dua Saudam dapat menempuh upaya 

hukum li.tiga..'ii dengan mengajukan gugatnn wanprestasi ke pengadJlan ncgcri, 
tuntutan gugatan yang diajukan pcnggugat yaitu dapal bcrupa pcmcnuhan 
prestasi pembayaran. pembayornn denda, dan ganti kerugian serta bunga yang 

discbabkan tidak dipcnuhinya prcstasi. Bukti transak.si non· fomlal sepcni nota. 
kuitansi, atau kcterangan saksi mcmiliki kekualan hukum dalnm pcmbuktian. 
Pcnclitian ioi menyimpulknn bahwa meskipun perjanjian lisan diakui sah, 
kctiadaan pcrjanjian tcrtuliJ .sangat mclcmahkan posisi pcmbllktian dalam 
scngkcta. Penting bagi pclaku usaha unruk menggunakan perjanjian tcrrulis 
guna memutikan kcpastian h11kum dan pcrHndungan yang lcbih kual dalam 

transakli bisnis. 

Kata lrunci: Perjanjian; Krrjasamaj Pcnyelcsaian Scngkcta; Pcnjualan. 
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ABSTRACT 
LEGAL ANAL l'S/S OF SAUS DISPUTE RESOLUTION W/Tl/OlJT 

WRJTTb.NCOOPERA T/ON IN TllE PLYWOOD RA If! MATERIALS 
BVSINESS 

RAllMA ALVA 
REG. NUMBJ;.R: 218400147 

Disputes bctM't:l'n indl\.'id11als and bwlnesses regarding the sale of plywood 
without afonnal C:OO/H:rvtiun agret."mt:nl often stt'mfrom in/onnol tran.ractlotU 
based on trwt or W!Tbal agreements. without a wrillcn contract to clearly define 
the rlglrlS and obligations of tire partit."s lm'Ol~'t!d. In bwlntn, plywood orde.'1 
arr oftm made with a pmmlse of paymmt upon dell"-ery. and failure to fuljlll 
pa)"mmt con ultimately lead lo disputu betwet'n the parties. Thu Jtudy uses 
norma1b'e legal research methods with a llterat11n .ftud_v approach by 
examining primar}'. secondary, and lutinry legal maJerial.s. Primary data wtU 

obtalnttl through lnten'iews with the dine/or of UD. Dua Saudara and 
analyud qualitatively. Tire objectil-'B of th/.$ study is lo idenlify tlte form of 
breach of contracl in the sale and purchase transaction and the legal 1Tn1t!die3 
taken to rtsofre the sale.J dispute. 111e results show that legal pro1irions regarding 
dispute rr.solution in tire sales actMtiu of UD. Dua Saudaro allow for litigation 
by filing a breaclr of contract lllW$ull In the district rourt. The plaintiff's claims 
may include the fuljlllmf!nl of paymenl obligations. penalties. compensation. 
and inure.st dill to non-fulfillment of obligatinn.r. Non-formal transaction 
evidence such tu receipts. im"Oice.r, or witness statement' holds legal " 'dglrJ in 
court~ This study concludes that althoU,gh 1't!rbal agreements ore /~ally 

rrcogrrized. tire absence of wrlll~ agreements significantly wm!cuu the 
n-identiary position in disputes. It is essentialfnr bu.rinl'M acton to use wri11cn 
contracts to .ensure legal ccnainty and stronger prottttion In busine.u 
transactions. 

Keyworth: Agree.nrent: Coojx!ration; Dispute R~soluti'on; Sale. 
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dalam penyelesaian skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada yang terhormat. 
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 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang 

menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Manusia selain sebagai makhluk individu, juga disebut sebagai 

makhluk sosial. Karena kodrat sosialnya, manusia berinteraksi dalam 

masyarakat dan bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan 

material dan non- material. Dari berbagai kegiatan yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya adalah hubungan hukum, yaitu 

interaksi antar individu dalam masyarakat yang diatur dan akibat hukum yang 

mengikat. Salah satu jenis hubungan hukum yang diterapkan dalam interaksi 

sosial di masyarakat adalah perjanjian. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, 

kepentingan dan tujuan harus diakomodasi terlebih dahulu, beserta keinginan 

para pihak yang terlibat. Hal ini menjadi dasar utama terbentuknya suatu 

perjanjian. 

 Hubungan hukum merupakan salah satu dari berbagai aktivitas yang 

dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Hubungan 

ini adalah hubungan antara dua komunitas yang diatur oleh hukum dan 

memiliki dampak hukum, seperti suatu kesepakatan yang menghasilkan 

kontrak yang mengenakan kewajiban kepada satu pihak atau lebih. Kontrak 

diatur secara khusus oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

mengikuti sistem terbuka, yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada 

masyarakat untuk membuat perjanjian atau kontrak yang berisi apa pun, 

selama tidak melanggar kesusilan atau ketertiban umum1. 

                                                   
1 Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perikatan, (PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003), hlm 36 
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Perjanjian diartikan sebagai suatu ikatan yang dibuat dan dijalankan 

oleh pihak yang menjanjikan kepada pihak yang menerima ikatan tersebut. 

Dalam aspek hukum, pengertian perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 

KUHPerdata: “Perjanjian merupakan suatu tindakan oleh satu orang atau lebih 

untuk mengikat diri terhadap satu orang atau lebih yang lain.” Berdasarkan 

Pasal 1313 KUH Perdata, kontrak melibatkan unsur keterikatan satu individu 

atau lebih. Umumnya, perjanjian adalah landasan hukum yang diuraikan 

dalam Pasal 1233 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian 

timbul akibat adanya perjanjian, baik atas dasar kesepakatan maupun 

ketentuan undang-undang.” 

Konsensus, yang diawali dengan kesepakatan antara kedua belah 

pihak, berujung pada kesepakatan. Ketika kesepakatan ini diberlakukan, 

terbentuklah hubungan partisipatif yang memiliki konsekuensi hukum. 

Subekti mendefinisikan kesepakatan sebagai hubungan hukum antara dua 

individu atau pihak di mana satu pihak berwenang untuk mengajukan tuntutan 

kepada pihak lain dan pihak lain wajib memenuhinya.2 

Baik kesepakatan lisan maupun tulisan bisa dilakukan, dan keduanya 

sering ditemukan. Kesepakatan lisan banyak ditemukan dalam kehidupan 

masyarakat dan sering kali tidak disadari, tetapi tetap ada. Contohnya meliputi 

meminjam uang dari teman, berbelanja di toko, dan berkunjung ke pasar untuk 

kebutuhan harian. Perjanjian lisan sering dijumpai dalam kesepakatan dasar, 

yaitu kesepakatan yang tidak melibatkan hubungan hukum yang rumit dan 

                                                   
 
2 Subekti, Hukum Perjanjian, (Cetakan kesepuluh, Jakarta: Intermasa, 2010), hlm. 1 
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tidak mengakibatkan kerugian substansial bagi pihak-pihak bila terjadi 

pelanggaran kontrak. 

 Akan tetapi, kendala muncul ketika kesepakatan lisan dipakai dalam 

kontrak yang, jika terjadi pelanggaran, dapat mengakibatkan kerugian besar 

bagi semua pihak. Selanjutnya, pihak yang dicurigai melanggar kontrak 

melakukan pembelaan di pengadilan dengan menolak untuk menerima atau 

membantah telah melakukan perjanjian lisan tersebut. 

Alih-alih memenuhi kebutuhan mereka secara individual, keterlibatan 

ini justru memenuhi kebutuhan mereka. Interaksi kelompok merupakan 

bagian dari eksistensi manusia. Regenerasi pun tak terkecuali dalam aturan 

bahwa kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan transportasi harus 

dipenuhi.3 

Perjanjian jual beli adalah kesepakatan yang saling menguntungkan di 

mana penjual setuju untuk menyediakan barang dan pembeli setuju untuk 

membayar sejumlah uang. Komponen hukum suatu perjanjian meliputi 

persetujuan para pihak, suatu masalah tertentu, isi perjanjian, dan dasar 

hukum. Salah satu contoh transaksi publik yang lazim dilakukan oleh 

masyarakat umum adalah perjanjian jual beli. Pembeli dan penjual biasanya 

membuat perjanjian jual beli secara lisan atau tertulis. Peraturan perundang- 

undangan yang mengatur perjanjian memuat ketentuan serupa. Pasal 1320 

KUHPerdata tidak menyebutkan perlunya tanda tangan tertulis untuk suatu 

perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian tertulis mengikat para pihak secara 

                                                   
3 Muhamad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 13 
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hukum.4 

Umumnya, perjanjian tidak tertulis digunakan dalam transaksi jual beli 

antar penduduk asli. Terutama dalam hal pembuktian dalam penyelesaian 

damai, perjanjian tidak tertulis kurang dapat diandalkan dibandingkan 

perjanjian tertulis. Berdasarkan penalaran tersebut, perjanjian lisan yang tidak 

bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata dapat diberlakukan berdasarkan 

hukum perdata. Keberadaan perjanjian tidak tertulis juga diperkuat oleh asas 

kebebasan berkontrak, yang memberikan para pihak kewenangan untuk 

memilih format perjanjian. Keberlakuan perjanjian tidak tertulis dan jaminan 

yang diberikan mengenai pembentukan dan pelaksanaannya merupakan dua 

manfaat dari jenis perjanjian ini. Salah satu kelemahannya adalah 

penandatanganan dokumen membuktikan bahwa kontrak telah dibatalkan. 

Perjanjian tidak tertulis cenderung terlihat lemah dalam hal 

pembuktian. Misalnya, syarat-syarat perjanjian tidak tertulis, sehingga mudah 

ditolak atau diabaikan. Karena perjanjian tidak tertulis hanya didasarkan pada 

pengakuan para pihak atas keberadaan dan pelaksanaan perjanjian, perjanjian 

tersebut lebih sulit diterima sebagai bukti di pengadilan.5 

Perjanjian jual beli adalah kontrak yang menguntungkan kedua belah 

pihak, baik pembeli maupun penjual. Masing-masing pihak memiliki hak dan 

tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian jual 

beli. Perjanjian lisan atau tidak tertulis adalah perjanjian yang dibuat secara 

                                                   
4 Ibid, hlm. 79 
 
5 H. Moch Isnaeni, Perjanjian Jual Beli, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 1 
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lisan. Para pihak akan kesulitan membuktikan perjanjian-perjanjian 

selanjutnya, meskipun perjanjian lisan atau tidak tertulis semacam ini masih 

dapat diberlakukan. Menurut Pasal 1313 dan 1314 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, suatu perjanjian yang mengakibatkan terjadinya suatu 

perbuatan hukum (rechtshandeling) antara satu orang atau lebih dan 

memberikan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli sudah cukup untuk 

membuktikan adanya hubungan hukum perdata. Diakui bahwa suatu 

perjanjian mungkin sudah menentukan hak dan kewajiban (akibat hukum) 

yang diperoleh para pihak. Secara umum, suatu perjanjian tidak perlu dibuat 

secara tertulis kecuali diwajibkan oleh undang-undang. 

Perjanjian komersial yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan 

berkontrak merupakan contoh perjanjian yang umumnya dibuat karena 

kegiatan komersial yang kompleks dan seringkali berakhir di pengadilan. 

Banyak orang salah memahami, mengabaikan, dan meremehkan konsep 

kebebasan berkontrak; baru ketika masalah muncul, individu menyadari 

betapa sulitnya menyelesaikannya. Hubungan hukum antara dua pihak dalam 

ranah perdata disebut perjanjian (verbintenis), di mana debitur diwajibkan 

untuk memenuhi prestasi dan kreditur berhak untuk memenuhi prestasi. Ada 

tiga frasa bahasa Indonesia yang digunakan untuk menyebut "Verbintenis": 

Perjanjian, Utang, dan Kesepakatan.6 

Masalah kesepakatan yang dibuat tanpa tulisan ini awalnya dilakukan 

oleh generasi tua dan kini berimplikasi serta berubah menjadi sengketa, 

biasanya menyangkut perjanjian jual beli benda dan sangat sulit menemukan 

                                                   
6 Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Sinar Grafika, jakarta 2015), hlm 1 
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bukti untuk menunjukkan pihak mana yang memiliki hak atas benda itu, 

karena generasi tua dahulu melaksanakan jual beli dengan kesepakatan secara 

lisan.7 

Ketentuan hukum mengenai penyelesaian non-litigasi dalam perkara 

jual beli tanpa perjanjian kerja sama di Indonesia pada hakikatnya didasarkan 

pada asas-asas  umum  hukum  perdata,  khususnya  kebebasan  

berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang 

menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

hukum bagi para pihak, termasuk yang dibuat secara lisan maupun tidak 

tertulis. Dalam situasi jual beli tanpa perjanjian tertulis, penyelesaian non-

litigasi dapat dilakukan melalui cara-cara alternatif seperti mediasi, negosiasi, 

dan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sekalipun tidak 

ada perjanjian tertulis, hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa 

tetap dapat dibuktikan melalui alat bukti lain seperti faktur, bukti transfer, 

komunikasi elektronik, atau alat bukti lainnya, sesuai dengan kaidah 

pembuktian dalam hukum acara perdata. Lembaga mediasi dan arbitrase, baik 

yang independen seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) maupun 

yang dibentuk oleh asosiasi bisnis, menawarkan forum yang cukup cepat, 

efisien, dan privat bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka 

tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan formal. Di sisi lain, 

keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang 

mengatur regulasi untuk sektor bisnis tertentu juga berperan penting dalam 

                                                   
7 Salim HS, Hukum Kontrak, Teori Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan- 

12, 2018), hlm. 64. 
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penyelesaian bisnis, terutama di industri kayu lapis yang banyak melibatkan 

UMKM yang cenderung memilih jalur musyawarah untuk menjaga hubungan 

bisnis jangka panjang.8 

Penyelesaian sengketa non litigasi dalam konteks penjualan tanpa 

kontrak kerja sama pada usaha triplek menjadi strategi hukum yang penting, 

terutama untuk mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang serta 

efisiensi biaya dan waktu. Dalam pelaksanaannya, perselisihan yang muncul 

akibat ketiadaan. 

Perjanjian tertulis kerap kali menyebabkan kebingungan mengenai hak 

dan kewajiban pihak-pihak, yang bisa memicu konflik serius seputar 

pembayaran, pengiriman barang, maupun kualitas produk. Oleh sebab itu, 

penyelesaian konflik melalui non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, atau 

arbitrase menjadi opsi yang relevan dan efisien karena lebih fleksibel dan 

fokus pada solusi yang saling menguntungkan. Posisi metode penyelesaian 

sengketa secara non litigasi tanpa adanya perjanjian kerja sama sangat krusial 

dalam memelihara hubungan bisnis yang berkelanjutan antara pihak-pihak 

yang berselisih, meskipun tanpa kontrak tertulis yang mengatur hak dan 

kewajiban secara rinci. Dalam konteks ini, walaupun tidak terdapat perjanjian 

kerja sama yang resmi, penyelesaian sengketa secara non litigasi tetap diakui 

dalam sistem hukum Indonesia sebagai opsi yang sah dan efisien untuk 

menangani konflik. Proses seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase 

menciptakan kesempatan bagi para pihak untuk berkomunikasi dan 

                                                   
8 B. Andre, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang 

No 30 tahun 1999”, Lex Et Societatis, 4(6) 2018, hlm. 5 
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menemukan solusi tanpa harus melalui jalur pengadilan formal, yang sering 

kali menghabiskan waktu, biaya, dan dapat merusak hubungan bisnis jangka 

panjang. Di samping itu, eksistensi Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (LAPS) juga memperkuat sistem ini dengan menawarkan fasilitas 

resmi yang tidak seformal pengadilan, memberikan kesempatan bagi pelaku 

usaha kecil menengah di sektor produksi triplek untuk menyelesaikan 

perselisihan dengan efisien tanpa merusak hubungan bisnis yang telah 

dibangun. 

Oleh karena menganut konsep kebebasan berkontrak, siapa pun dapat 

membuat perjanjian, baik antara dua orang maupun antara seorang individu 

dengan badan usaha. Karena perjanjian merupakan janji yang dibuat oleh dua 

orang atau lebih, ada kemungkinan janji tersebut diingkari. Implementasi 

adalah proses di mana kedua belah pihak yang terikat perjanjian melaksanakan 

ketentuan yang disepakati atau tercantum di dalamnya. Wanprestasi, yang 

merupakan lawan dari implementasi, terjadi ketika salah satu atau kedua belah 

pihak gagal memenuhi kewajiban, janji, atau pencapaian mereka sebagaimana 

disyaratkan dalam perjanjian. Hal ini menyimpang dari pelaksanaan perjanjian 

dan menimbulkan kerugian akibat kesalahan yang dilakukan oleh salah satu 

atau kedua belah pihak.9 

Bentuk kasus masalah perorangan atau sesama badan usaha terkait 

penjualan tanpa perjanjian kerja sama dalam usaha triplek umumnya bermula 

dari transaksi yang dilakukan secara informal, misalnya berdasarkan 

kepercayaan, komunikasi lisan, atau kesepakatan lewat pesan singkat tanpa 

                                                   
9 Rahmadi, Takdir. 2011. Mediasi Penyelesaian Sengketa Mufakat. hlm. 98 
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adanya kontrak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. Sebagai contoh, seorang pelaku usaha (perorangan) memesan sejumlah 

lembaran triplek dari sebuah perusahaan produsen triplek dengan janji akan 

melakukan pembayaran setelah barang dikirim dan diterima. Namun, setelah 

pengiriman dilakukan, pembayaran tidak kunjung dilakukan atau hanya 

dibayar sebagian. Di sisi lain, perusahaan merasa dirugikan karena tidak ada 

jaminan hukum kuat untuk menuntut secara langsung, mengingat tidak ada 

perjanjian tertulis sebagai bukti dasar hubungan hukum tersebut. 

Tidak adanya tanda tangan dalam perjanjian kerja sama menimbulkan 

berbagai risiko hukum dan bisnis yang signifikan bagi para pihak yang 

terlibat, terutama dalam konteks hubungan usaha seperti jual beli produk 

triplek. Tanpa tanda tangan sebagai bentuk persetujuan resmi, suatu perjanjian 

tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum, sehingga 

dapat menimbulkan keraguan terhadap eksistensi dan keabsahan kesepakatan 

yang dibuat. Hal ini membuka peluang terjadinya sengketa karena tidak ada 

kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, seperti jumlah 

barang yang harus dikirim, kualitas produk, harga, mekanisme pembayaran, 

atau penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. 10Dalam kondisi demikian, 

pihak yang merasa dirugikan akan kesulitan untuk menuntut ganti rugi atau 

menegakkan haknya, karena tidak memiliki dokumen yang sah untuk 

dijadikan dasar hukum. Selain itu, ketiadaan tanda tangan juga memperbesar 

risiko terjadinya penyalahgunaan kesepakatan, manipulasi isi perjanjian, 

                                                   
10 Natashya, C. Vivian, “Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia”, 

Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 2023, hlm. 4 
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bahkan pembatalan sepihak yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, 

tanda tangan dalam perjanjian kerja sama bukan hanya sebagai formalitas 

administratif, tetapi merupakan elemen penting yang mencerminkan 

kesepahaman, persetujuan, dan komitmen yang mengikat secara hukum. 

Sebaliknya, dalam kasus antar badan usaha, misalnya antara distributor 

dan pabrik triplek, bisa terjadi konflik terkait volume pesanan, harga, kualitas 

barang, atau bahkan penolakan pengembalian barang cacat, karena tidak ada 

dokumen resmi yang menjabarkan ketentuan tersebut. Akibatnya, ketika 

timbul perselisihan, masing-masing pihak cenderung mempertahankan 

versinya sendiri, dan sulit mencari titik temu karena tidak ada dokumen 

tertulis yang bisa dijadikan acuan pasti. Kasus-kasus semacam ini sering kali 

berujung pada kerugian finansial, rusaknya hubungan bisnis, atau tuntutan  

hukum, yang sebenarnya bisa dihindari bila sejak awal dibuat perjanjian kerja 

sama tertulis yang jelas dan mengikat.  

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi tanpa adanya 

perjanjian kerja sama tertulis ditempuh dengan pendekatan yang 

menitikberatkan pada prinsip musyawarah dan itikad baik antar pihak yang 

bersengketa, dengan harapan dapat tercapai kesepakatan damai tanpa perlu 

melibatkan proses pengadilan. Walaupun tidak terdapat kontrak tertulis, 

sistem hukum Indonesia tetap mengakomodasi pembuktian hubungan hukum 

melalui berbagai alat bukti alternatif seperti kwitansi, nota transaksi, bukti 

transfer dana, komunikasi elektronik (termasuk email dan pesan singkat), 

rekaman pembicaraan, serta keterangan saksi. Penyelesaian melalui mediasi 

dan negosiasi menjadi pilihan utama karena memungkinkan pihak-pihak yang 
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berselisih untuk bertemu, baik secara langsung maupun melalui mediator 

netral, guna mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Apabila 

kesepakatan tidak tercapai melalui cara tersebut, sengketa dapat dilanjutkan ke 

lembaga arbitrase seperti BANI, yang meskipun bukan bagian dari sistem 

peradilan umum, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan yang 

bersifat final dan dapat dieksekusi layaknya putusan pengadilan. Dalam 

praktiknya, jalur non litigasi ini kerap menjadi pilihan favorit di kalangan 

pelaku usaha, termasuk di sektor usaha triplek, karena menawarkan 

penyelesaian yang lebih efisien dari segi waktu, biaya, serta mampu menjaga 

hubungan bisnis yang bersifat saling ketergantungan, meskipun tidak ada 

perjanjian kerja sama formal yang mengikat.11 

Penelitian tentang analisis hukum penyelesaian sengketa penjualan 

tanpa perjanjian kerja sama pada usaha triplek sangat penting mengingat 

meningkatnya kompleksitas transaksi dalam industri ini. Tanpa adanya 

perjanjian yang jelas, risiko sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, seperti 

produsen dan distributor, menjadi tinggi. Penelitian ini tidak hanya dapat 

mengidentifikasi celah hukum yang ada, tetapi juga memberikan pemahaman 

mendalam mengenai praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, 

hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang membantu 

menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat, sehingga meningkatkan 

kepastian dan keadilan dalam transaksi, serta mendukung pertumbuhan sektor 

usaha triplek yang berkelanjutan. 

                                                   
11 S. Lolita, Waluyo, “Analisis Yuridis Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama 

Bawah tangan Usaha Di Kelurahan Semolowaru Surabaya” Bureaucracy Journal, 3(2) 
2023, hlm. 4 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kerjasama jual beli 

triplek tanpa perjanjian? 

2. Bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian sengketa 

penjualan tanpa perjanjian kerja sama pada usaha triplek di 

UD. Dua Saudara? 

 
 
1.3 Tujuan Penelitian 

 

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis 

dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kerjasama 

jual beli triplek tanpa perjanjian. 

2. Untuk mengetahui upaya hukum dalam penyelesaian 

sengketa penjualan tanpa perjanjian kerja sama pada 

usaha triplek di UD. Dua Saudara. 

 
 
1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada 

pengembangan pemikiran konstruktif di bidang sains, khususnya 

terkait analisis hukum penyelesaian transaksi penjualan tanpa 

perjanjian kerja sama di industri kayu lapis. Penelitian ini dapat 

menghasilkan temuan yang dapat menjadi dasar bagi penelitian 
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lebih lanjut. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tambahan atau referensi tambahan bagi semua pihak 

yang mengalami atau mencari analisis terkait proses penyelesaian 

tanpa perjanjian kerja sama. Hal ini dapat membantu memastikan 

bahwa penjualan tersebut memenuhi standar keamanan dan 

pengiriman yang dipersyaratkan. Hal ini juga dapat membangun 

kepercayaan pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi. 

 
 
1.5 Keasalian Penelitian 

 

Pelnellitian ini dilakulkan del ngan pelrtimbangan bahwa 

belrdasarkan infol rmasi dan pel nel lul sul ran kel pulstakaan di 

lingkulngan Ul nivel rsitas Mel dan Arela Ul nivelrsitas Mel dan Arela, 

bellul m ada pel nellitian yang dilakul kan del ngan juldull ini. Akan teltapi, 

ditel mulkan bel bel rapa jul dul l skripsi yang belrhulbul ngan delngan  topik 

dalam skripsi ini antara lain: 

1. Zakiyatul Wardah, (2023), Universitas Medan Area, Keabsahan dan 

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Boga 

Bahari Secara Lisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (Studi pada UD. Indah Percut) 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bentuk 

perjanjian jual beli boga bahari pada UD. INDAH PERCUT 

2. Ghina Widyanti Nasution, (2019), Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara, Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Lisan Jual Beli 
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Buah Kelapa Sawit (Studi di Desa Gunung Selamat) 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui 

kedudukan perjanjian lisan dalam KUHPerdata Indonesia 

3. Billy Dicko Stepanus Harefa, (2016), Universitas Sebelas Maret, 

Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi 

Dilihat Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan 

Sengketa antara Subagyo dengan Ary Kalista di Pengadilan Negeri 

Yogyakarta Nomor: 44/Ptd.G/2015/PN.Yyk) 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui 

kesesuaian perjanjian dalam bentuk lisan yang dibuat oleh para 

pihak dengan ketentuan KUHPerdata. 

 Melihat ketiga judul penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, 

terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh 

karena itu, penelitian ini dianggap orisinal, dan validitasnya dapat 

dipertanggungjawabkan karena dilakukan dengan presisi ilmiah, integritas, 

logika, imparsialitas, transparansi, dan dapat divalidasi secara akademis.
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BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 
 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

 

2.1.1 Pengertian Perjanjian 

 

Pasal 1313 KUH Perdata mengatur definisi perjanjian menurut peraturan 

perundang-undangan. Kontrak atau persetujuan adalah suatu tindakan di mana satu 

orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih lainnya. Istilah 

persetujuan berasal dari kata Belanda "overeekomset", yang sering diterjemahkan 

sebagai "persetujuan". Akibatnya, persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata 

setara dengan persetujuan. Meskipun demikian, beberapa pihak berpendapat bahwa 

persetujuan dan kesepakatan adalah setara. Para ahli mendefinisikan kontrak 

sebagai berikut:12 

1. R. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu keadaan di 

mana satu pihak berjanji kepada pihak lain, atau di mana dua 

pihak saling berjanji untuk memenuhi suatu kewajiban tertentu. 

2. R. Setiawan mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan 

hukum di mana satu atau beberapa pihak mengikatkan diri atau 

satu atau lebih pihak kepada pihak lain. 

3. Salim HS menyatakan bahwa perjanjian merupakan hubungan 

hukum antara dua pihak mengenai aset, di mana satu pihak 

berhak menerima prestasi sementara pihak lainnya 

                                                   
12 Subekti, pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 36 
 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/4/26 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)13/4/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Rahma Alya - Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Penjualan Tanpa Perjanjian Kerjsama Secara...



16  

berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut sesuai dengan 

ketentuan yang disepakati.13 

 
 
memenuhi prestasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati.14 

Penjelasan hukum dan pendapat para ahli dapat digunakan untuk 

merangkum apa yang didefinisikan oleh para akademisi sebagai kontrak. 

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih 

yang mengikat satu sama lain. Dari perspektif ini, kontrak adalah suatu 

proses interaksi atau hubungan hukum di mana satu pihak mengajukan 

penawaran dan pihak lain menerimanya, yang mengarah pada suatu 

kesepakatan yang menentukan syarat-syarat perjanjian yang mengikat kedua 

belah pihak. Perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian 

utang-piutang, perjanjian aset, perjanjian penggabungan, perjanjian 

berdasarkan perjanjian, perjanjian pelepasan hak, dan perjanjian keuntungan 

adalah beberapa jenis perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, kontrak adalah suatu perbuatan di mana satu pihak 

mengikatkan diri kepada pihak lain. 

 
 
2.1.2 Unsur-Unsur Perjanjian 

 

Unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah perjanjian di antaranya: 
 

1. Terdapat pihak-pihak (subjek), dengan minimal dua pihak. Perjanjian 

tersebut berkaitan dengan individu dan/atau badan hukum yang dianggap 

                                                   
13 Salim HS, Hukum Kontrak, Teori Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan- 

12, 2018), hlm. 27. 
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kompeten untuk melakukan tindakan hukum. 

2. Terdapat perjanjian yang bersifat permanen antara para pihak yang 

terlibat. Konsensus dalam suatu perjanjian haruslah bersifat abadi dan 

bukan sekadar negosiasi. Penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran 

merupakan salah satu jenis perjanjian. Apa yang diberikan oleh pihak 

lawan merupakan salah satu bentuk perjanjian. Suatu perjanjian terbentuk 

ketika semua pihak menyetujui syarat dan tujuan perjanjian, yang 

merupakan syarat yang diperlukan untuk keabsahannya. 

3. Tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan para pihak yang terlibat. 

Tujuannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, etika, 

atau melanggar hukum. Tujuan utama pembentukan suatu perjanjian tentu 

saja untuk memenuhi persyaratan para pihak yang terlibat. Persyaratan 

hanya dapat dipenuhi melalui perjanjian yang dibuat dengan entitas lain. 

4. Suatu pelaksanaan sedang dilakukan. Persyaratan yang perlu dipenuhi 

adalah pelaksanaan dan harus dipenuhi oleh para pihak. Ketika suatu 

perjanjian terbentuk, muncul kewajiban untuk memenuhi pelaksanaan 

tersebut (pertimbangan menurut hukum Anglo-Saxon). 

5. Ada beberapa jenis tertentu, baik lisan maupun tertulis. Pentingnya bentuk 

perjanjian ini ditetapkan oleh ketentuan hukum, yang menetapkan bahwa 

hanya format tertentu yang memberikan kekuatan mengikat dan nilai 

pembuktian pada suatu perjanjian. 

6. Terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang dijabarkan dalam perjanjian. 

Beberapa ketentuan dalam perjanjian ini sebenarnya merupakan substansi 

perjanjian, karena ketentuan-ketentuan ini mengungkapkan hak dan 
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kewajiban para pihak yang terlibat.14 

 
2.1.3 Syarat Sah Perjanjian 

 

Suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan tertentu agar dianggap sah 

(legal) dan dapat diberlakukan. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi empat kriteria agar dianggap 

sah:15 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
 

Perjanjian yang mengikat secara hukum adalah perjanjian yang dicapai 

tanpa penipuan, kesalahan, atau paksaan, dan yang menunjukkan bahwa 

para pihak telah mencapai kesepahaman bersama atau bahwa perjanjian 

tersebut sejalan dengan preferensi masing-masing. Persetujuan dapat 

diberikan secara eksplisit maupun implisit. Permasalahan ini coba diatasi 

dengan empat teori: 

a) Uitings theorie (teori saat melahirkan kemauan). Gagasan ini 

menyatakan bahwa ketika suatu tawaran diajukan dengan 

tujuan berteman dengan pihak lain, maka terjadilah 

kesepakatan. Ketika pihak lain mengirimkan surat 

penerimaan, dapat dikatakan bahwa niat tersebut telah muncul. 

b) Verzend theorie (Teori saat mengirim surat penerimaan). 

Menurut teori ini, suatu kesepakatan terbentuk ketika surat 

                                                   
14 Abdulkadir Muhammad, Triwulan Tutik, Hukum perdata dalam system Hukum 

Nasional, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 222. 
 
15 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian 

Berlandaskan Asas-asas, (Wigati Indonesia, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 73. 
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penerimaan dikomunikasikan kepada personel penawar. 

c) Ontvang theorie (teori saat menerima surat 

penerimaan). Berdasarkan teori ini, perjanjian terjadi saat 

penerimaan surat diterima hingga dialamatkan kepada 

sipenawar 

d) Vernemings theorie (teori saat mengetahui surat 

penerimaan) Berdasarkan teori ini, perjanjian akan 

terbentuk setelah si penawar membuka dan membaca 

surat yang berisi penerimaan tersebut.16 

Teori Ontvangs dan teori Vernemings dapat dikawinkan dengan cara ini, 

menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. Dalam keadaan normal, kesepakatan 

harus dianggap telah terjadi ketika surat penerimaan sampai di alamat pihak yang 

menawarkan (teori ontvangs). Meskipun demikian, dalam kasus yang jarang terjadi, 

pihak penawar memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia mungkin tidak 

mengetahui apa yang ada dalam surat penerimaan tersebut saat sampai di alamatnya, 

tetapi ia tidak menyadarinya beberapa hari atau bulan kemudian, misalnya karena 

perjalanan atau sakit parah. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
 

Prasyarat umum untuk dapat melakukan kegiatan hukum secara sah adalah 

kompetensi, yang mencakup usia dewasa, kesehatan mental yang baik, dan 

tidak dilarang melakukan tindakan tertentu oleh peraturan perundang-

undangan apa pun. Individu yang membuat perjanjian, yang selanjutnya akan 

                                                   
16 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 2006), 

hlm. 206. 
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terikat olehnya, harus benar-benar memahami semua tanggung jawab yang 

akan timbul akibat tindakannya, sesuai dengan asas keadilan. Sementara itu, 

dari sudut pandang yang luas, individu yang membuat perjanjian seharusnya 

memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun yang diinginkannya dengan 

harta kekayaannya karena hal tersebut merugikan dirinya17. 

3. Suatu hal tertentu. 
 

Barang yang menjadi subjek perjanjian adalah barang tertentu. 

Barang yang menjadi subjek perjanjian harus dipastikan, setidaknya 

jenisnya, menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Namun, jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan dapat dihitung atau 

ditentukan kemudian. 

4. Suatu sebab yang halal 
 

Syarat keempat untuk keabsahan suatu perjanjian adalah adanya 

alasan yang sah. Menurut Pasal 1335 BW, suatu perjanjian yang dibuat 

dengan alasan yang tidak sah atau dilarang, atau tanpa alasan yang 

dapat dibenarkan, adalah batal demi hukum. 

Ternyata pembetukan undang-undang membayangkan 3 macam 

perjanjian mungkin terjadi yakni: 

1) Perjanjian yang tanpa sebab, 
 

2) Perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang 
 

3) Perjanjian dengan suatu sebab yang halal. 
 

Yang menjadi perhatian utama di sini adalah arti sebenarnya dari kata 

"sebab". Berdasarkan beberapa pandangan dan penjelasan profesional, definisi 

                                                   
17 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, Cetakan - VI, 2005), hlm. 18, 19. 
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"sebab" berikut dapat disimpulkan: 

1) Istilah "sebab" sebagai syarat suatu kontrak mengacu pada konsep 

hukum, berbeda dari definisi di bidang lain. 

2) Istilah "sebab" bukanlah motif (dorongan psikologis yang memaksa 

seseorang untuk melakukan tindakan tertentu) karena motif 

berkaitan dengan masalah internal yang diabaikan oleh hukum. 

3) Istilah "sebab" berasal dari kata Belanda oorzaak dan istilah Latin 

causa, yang secara historis menunjukkan bahwa dalam suatu 

perjanjian, istilah tersebut mengacu pada tujuan, khususnya apa 

yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak ketika membuat 

perjanjian tersebut. Dengan kata lain, karena mengacu pada 

perjanjian itu sendiri. 

4) Kemungkinan terjadinya suatu perjanjian tanpa sebab, sebagaimana 

diuraikan dalam Pasal 1335 KUHPerdata, merupakan suatu 

kemungkinan yang tidak akan terjadi, karena perjanjian itu sendiri 

adalah substansinya, bukan area yang perlu digarap. 

Perjanjian dapat diakhiri (kondisi subjektif) jika dua persyaratan pertama (a) 

dan (b) tidak terpenuhi. Sementara itu, perjanjian ini batal demi hukum (kondisi 

objektif) jika dua persyaratan terakhir (c) dan (d) tidak terpenuhi. Perjanjian yang 

batal sejak awal dan kecil kemungkinannya mengakibatkan akibat hukum bagi salah 

satu pihak dikatakan batal demi hukum. Perjanjian apa pun yang melanggar hukum, 

moral, atau akal sehat dianggap batal demi hukum. Sementara itu, suatu kontrak 

dapat diakhiri, yang berarti salah satu pihak dapat meminta agar kontrak tersebut 

diakhiri. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/4/26 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)13/4/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Rahma Alya - Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Penjualan Tanpa Perjanjian Kerjsama Secara...



22  

Penjelasan mengenai syarat-syarat perjanjian yang mengikat secara 

hukum dalam penyusunan Pasal 1320 KUH Perdata memperjelas bahwa 

perjanjian tertulis tidaklah diperlukan. Oleh karena itu, perjanjian lisan 

maupun tidak tertulis juga mengikat secara hukum para pihak dalam 

perjanjian tersebut. Di sisi lain, alat bukti tertulis biasanya digunakan oleh 

pihak yang mengajukan dalil dalam perkara perdata (lihat Pasal 163 HIR). 

Hal ini dikarenakan surat atau akta sengaja dibuat dalam hubungan perdata 

untuk membantu proses pembuktian apabila terjadi perkara perdata antara 

para pihak di kemudian hari. 

 
 

2.1.4 Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis 

 

Ternyata, penerapan undang-undang ini memungkinkan tiga jenis 

perjanjian yang berbeda: 1. perjanjian tanpa alasan yang sah, 2. perjanjian 

dengan alasan yang sah, dan 3. perjanjian dengan alasan yang sah. Arti 

sebenarnya dari kata "sebab" adalah yang menjadi perhatian utama di sini. 

Dari terbatasnya pandangan dan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa istilah "sebab" memiliki arti sebagai berikut: 

1. Istilah "sebab" sebagai syarat suatu kontrak merupakan sebab hukum, 

berbeda dari yang ditemukan dalam disiplin ilmu lain. 

2. Istilah "sebab" bukanlah motif (dorongan psikologis yang mendorong 

seseorang untuk melakukan tindakan tertentu) karena motif merupakan 

masalah internal yang tidak diperhitungkan oleh hukum. 
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3. Istilah "sebab" berasal dari kata oorzaak (Belanda) atau causa 

(Latin), yang secara historis menandakan bahwa makna dalam 

suatu kontrak mengacu pada tujuan, khususnya apa yang ingin 

dicapai kedua belah pihak dengan berpartisipasi di dalamnya. 

Dengan kata lain, karena menandakan kesepakatan itu sendiri. 

4. Prospek suatu perjanjian tanpa sebab sebagaimana diuraikan 

dalam Pasal 1335 KUHPerdata adalah sesuatu yang kecil 

kemungkinannya untuk terwujud, karena perjanjian itu sendiri 

merupakan isi, bukan area yang perlu diselesaikan.18 

 Perjanjian dapat diakhiri (kondisi subjektif) jika dua persyaratan pertama (a 

dan b) tidak terpenuhi. Sementara itu, perjanjian ini batal demi hukum (kondisi 

objektif) jika dua persyaratan terakhir (c dan d) tidak terpenuhi. Perjanjian yang 

batal sejak awal dan kecil kemungkinannya mengakibatkan akibat hukum bagi 

salah satu pihak dikatakan batal demi hukum. Perjanjian apa pun yang melanggar 

hukum, moral, atau akal sehat dianggap batal demi hukum. Sementara itu, suatu 

kontrak dapat diakhiri, yang berarti salah satu pihak dapat meminta agar kontrak 

tersebut diakhiri. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

perjanjian jual beli adalah kesepakatan yang saling menguntungkan di mana 

pembeli akan membayar sejumlah uang yang disepakati dan penjual akan menjamin 

penyerahan suatu barang. Perjanjian jual beli itu sendiri tidak menyebabkan 

penjual melepaskan kepemilikan barang kepada pembeli sebelum penyerahan 

(leveraging) terjadi. Pada hakikatnya, 

                                                   
18 Riduan Syahrani, 2006, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT. Alumni, 

Bandung, hal. 206. 
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perjanjian jual beli dilaksanakan dalam dua tahap: tahap pertama adalah tahap 

kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang dan harga, yang 

dilambangkan dengan kata "setuju" (jual beli), dan tahap kedua adalah penyerahan 

(leveraging) objek yang disepakati dengan maksud untuk mengalihkan 

kepemilikan. 

Penyerahan adalah cara pengalihan kepemilikan (leveraging). Menurut Pasal 

1475, penyerahan adalah tindakan mengalihkan barang yang dijual ke dalam 

pengawasan dan kepemilikan pembeli. Karena hak kepemilikan dialihkan sebagai 

akibat dari perjanjian jual beli, penyerahan dapat dipandang sebagai cara untuk 

memperoleh hak kepemilikan. Menurut Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, penyerahan barang dalam perjanjian jual beli dengan sistem indent 

dilakukan dengan mengalihkan penguasaan atas barang tersebut (kendaraan dapat 

disamakan dengan barang bergerak). Penyerahan biasanya dilakukan di tempat 

penjual atau di tempat lain yang telah disepakati sebelumnya. 

Mengalihkan kepemilikan barang, memastikan kenyamanannya, dan 

menutupi cacat tersembunyi merupakan dua tanggung jawab utama penjual. Di sisi 

lain, pembeli berhak untuk beriklan, berhak untuk menyatakan pembatalan 

berdasarkan Pasal 1518 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan berhak untuk 

menerima pembayaran atas barang tersebut. 

Tanggung Jawab dan Hak Pembeli Karena adanya ketidakseimbangan hak 

untuk menuntut pengalihan kepemilikan atas barang yang dibeli, pembeli 

berkewajiban untuk membayar harga barang tersebut. Harga ini  dibayarkan pada 

waktu yang ditentukan dalam kontrak.
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Uang tunai diperlukan untuk pembelian. Pemahaman bahwa terdapat barang 

di satu sisi dan uang di sisi lain sudah tercantum dalam syarat-syarat jual beli, 

meskipun hal ini tidak diwajibkan oleh hukum. Meskipun perjanjian jual beli 

memberikan perlindungan hukum, keberadaan perjanjian itu sendiri sudah cukup 

untuk membuktikan adanya hubungan perdata ketika timbul kewajiban antara dua 

orang atau lebih yang mengakibatkan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling), 

sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1313 dan 1314 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata ("KUHPerdata"). Jelas bahwa suatu perjanjian mungkin sudah 

menunjukkan hak dan kewajiban (akibat hukum) yang diperoleh para pihak. Secara 

umum, kecuali diwajibkan oleh hukum, suatu perjanjian tidak perlu dibuat secara 

tertulis. 

Setiap perjanjian, baik lisan maupun tertulis, tetap mengikat para pihak 

secara hukum dan tidak menghilangkan hak atau kewajiban mereka. Namun, 

disarankan untuk membuatnya secara tertulis demi kemudahan pembuktian, kerja 

sama, dan pelaksanaan transaksi. Hal ini juga dimaksudkan untuk memungkinkan 

rujukan pada perjanjian yang telah dibuat jika terjadi perselisihan. Penting untuk 

disadari bahwa suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah 

pihak, sehingga memiliki sifat mengikat yang jelas dan wajib, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1338 dan 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak ada 

satu pun persyaratan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sesuai dengan ketentuan yang 

berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian.19

                                                   
19 Soeroso, Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan 

Aplikasi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 7 
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2.2 Tinjauan Umum Tentang Sengketa 

 

2.2.1 Pengertian Sengketa 

 

Definisi perselisihan dan konflik saling berkaitan erat. Oleh karena itu, 

untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh, penting untuk memahami 

definisi kata perselisihan dan konflik. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, perselisihan adalah segala sesuatu yang menimbulkan perbedaan 

pendapat, perselisihan, dan pertengkaran. Sementara itu, konflik mengacu 

pada perselisihan atau kerugian. Resolusi tidak akan muncul dari konflik jika 

pihak yang dirugikan hanya menyimpan atau mengabaikan ketidakpuasan 

mereka. Konflik akan berkembang menjadi skenario ketika pihak yang 

dirugikan mengartikulasikan ketidakpuasan atau kekhawatiran mereka, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Konflik sering muncul ketika satu 

pihak merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak lain, dimulai dari perasaan 

ketidakpuasan pribadi dan tertutup. Peristiwa ini dapat dialami oleh individu 

maupun kelompok. Ketidakpuasan akan muncul jika terjadi konflik 

kepentingan. Proses resolusi terjadi karena tidak adanya kesepakatan bersama 

antara pihak-pihak yang berkonflik.20 

 
 

2.2.2 Sebab Terjadinya Sengketa 

 

Penjelasan selanjutnya memaparkan beberapa hipotesis mengenai 

asal muasal konflik, antara lain: 

1. Teori Hubungan Masyarakat 
 

                                                   
20 Amriani, Nurnaningsih. 2012. Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa. Hlm. 76 
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Kurangnya kepercayaan dan persaingan antar berbagai 

kelompok sosial ditekankan oleh teori hubungan masyarakat. Para 

pendukung gagasan ini berpendapat bahwa pihak-pihak yang 

bersaing dapat menyelesaikan masalah dengan meningkatkan 

komunikasi dan mengembangkan saling pengertian. Selain itu, 

mereka mendukung gagasan bahwa toleransi perlu ditingkatkan 

untuk mendorong penerimaan masyarakat terhadap keberagaman. 

2. Teori Negosiasi Prinsip 
 

Menurut prinsip dasar teori negosiasi, konflik muncul akibat 

perbedaan sudut pandang para pihak. Para pendukung strategi ini 

berpendapat bahwa untuk memerangi intimidasi secara efektif, 

pihak- pihak yang bertanggung jawab perlu mampu memisahkan 

perasaan mereka dari masalah yang dihadapi dan melakukan 

diskusi yang mengutamakan kepentingan daripada struktur yang 

kaku. 

3. Teori Identitas 
 

Menurut pandangan ini, konflik dimulai ketika sekelompok 

orang meyakini bahwa pihak lain membahayakan identitas 

bersama mereka. Para pendukung teori identitas berpendapat 

bahwa mengadakan seminar dan diskusi dengan perwakilan 

kelompok yang berseberangan adalah cara terbaik untuk 

menyelesaikan perselisihan akibat identitas yang terancam. 

Tujuannya adalah menemukan ketakutan bersama, menumbuhkan 

pemahaman yang lebih baik, dan membantu memulihkan 
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keseimbangan. Tujuan utamanya adalah membangun kerangka 

kerja yang mengakui nilai intrinsik masing-masing pihak. 

4. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya 
 

Menurut teori kesalahpahaman antarbudaya, akar penyebab 

konflik adalah kegagalan komunikasi antara orang-orang dari latar 

belakang budaya yang berbeda. Berbicara dengan orang-orang 

yang terlibat langsung dalam insiden tersebut sangat penting untuk 

mendapatkan pengetahuan dan kesadaran tentang budaya yang 

berbeda serta mengurangi prasangka terhadap kelompok yang 

berseberangan. 

5. Teori Transformasi 
 

Berdasarkan pemikiran ini, ketidakadilan yang dialami di 

berbagai bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta alokasi 

kekuasaan dan sumber daya, merupakan penyebab utama konflik. 

Para pendukung teori ini percaya bahwa berbagai langkah 

kebijakan, seperti merombak kerangka kerja dan struktur penyebab 

kekacauan, meningkatkan interaksi dan sikap jangka panjang antar 

pihak, serta menetapkan prosedur dan sistem, dapat menyelesaikan  

konflik.  Untuk  menyelesaikan  masalah,  selesaikan 

masalahnya. Untuk mendorong kemajuan individu dan 

masyarakat, nilai- nilai pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan 

saling pengertian merupakan hal yang fundamental. 

6. Teori Kebutuhan atau Kepentingan Manusia 
 

Menurut teori ini, konflik muncul ketika tuntutan atau 

kepentingan orang lain terhambat atau dianggap terhambat. Tiga 
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kategori utama kebutuhan dan kepentingan manusia adalah 

psikologis, prosedural, dan substansial. Kebutuhan dasar manusia 

akan aset seperti uang tunai, sandang, pangan, papan, dan 

kesejahteraan berkaitan dengan kepentingan fundamental. 

Kepentingan psikologis berkaitan dengan gagasan abstrak seperti 

pemahaman dan harga diri, sementara kepentingan prosedural 

berkaitan dengan pembentukan norma dan aturan sosial.21 

 
 
2.2.3 Penyelesaian Sengketa 

 

Ada dua cara menyelesaikan sengketa yaitu: 
 

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi 
 

Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan kasus dan 

mengambil keputusan dalam litigasi, yang disebut juga sebagai cara hukum 

untuk mencapai resolusi melalui sistem keuangan. Proses litigasi terjadi di 

ruang pengadilan, di mana semua pihak yang berkonflik berkumpul di depan 

hakim untuk memperjuangkan posisi mereka. Satu pihak dianggap menang, 

sedangkan pihak lainnya dianggap kalah, dalam hasil proses penyelesaian 

sengketa. 

Proses hukum ini ditandai oleh tingkat formalitas yang tinggi dan 

kompleksitas teknis. Dalam berbagai keadaan, ini menghasilkan kesepakatan 

zero-sum di mana satu pihak berhasil dan pihak lainnya kalah. Pendekatan ini 

pun dapat memperbesar kompleksitas dan menghambat proses penyelesaian. 

                                                   
21 Rahmadi, Takdir. 2011. Mediasi Penyelesaian Sengketa Mufakat. hlm. 45 
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Pendekatan ini juga mengandung implikasi finansial yang penting dan kurang 

peka terhadap tuntutan pihak-pihak yang terlibat. Strategi-strategi ini juga 

dapat memicu emosi yang mendalam di antara pihak-pihak yang bertikai. 

Ketidaknyamanan ini mendorong orang untuk mencari solusi lain untuk 

menyelesaikan masalah, terutama melalui cara yang berbeda dari sistem 

hukum yang resmi. Penyelesaian sengketa di luar hukum formal disebut 

sebagai penyelesaian sengketa alternatif (ADR).22 

2. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi 
 

Memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan praktis dalam 

alternatif penyelesaian konflik (ADR), suatu cara non-litigasi untuk 

menyelesaikan sengketa. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, ADR merujuk pada 

pihak ketiga yang berperan dalam menyelesaikan konflik. Pengadilan harus, 

menurut kesepakatan bersama antara pihak-pihak, menyelesaikan sengketa 

menggunakan metode selain proses pengadilan konvensional. Ketertarikan 

untuk menjelajahi cara-cara alternatif dalam menyelesaikan perselisihan 

semakin berkembang, yang penting untuk menangani penumpukan kasus 

serta keterlambatan di pengadilan tingkat  bawah dan Mahkamah Agung. 

Alternatif untuk menyelesaikan sengketa bervariasi, mencakup23: 

1) Arbitrase 
 
Arbitrase, yang kerap disebut sebagai mediator, adalah metode 

alternatif untuk menyelesaikan perselisihan sipil yang berlangsung 

                                                   
22 Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian dan Putusan Pengadilan. 2008, hlm. 234 
23 Harsuko Riniwati, Manajemen Sumber Daya Manusia (Aktivitas Utama dan 

Pengembangan SDM), (Malang: UB Press, 2016),hlm.67. 
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di luar sistem hukum formal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 

1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai 

Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Metode ini 

bergantung pada perjanjian yang memiliki kekuatan hukum antara 

pihak-pihak yang berkonflik. Arbitrase berperan sebagai metode 

untuk menghindari timbulnya konflik baru atau menyelesaikan isu 

yang tidak bisa diselesaikan melalui diskusi, konsultasi, atau 

mediasi. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses litigasi yang 

berkepanjangan dalam sistem peradilan. 

2) Negosiasi 
 
Negosiasi merupakan jenis interaksi timbal balik yang berupaya 

mencapai kesepakatan antara dua pihak, tanpa memperhatikan 

kesamaan atau perbedaan tujuan mereka. Negosiasi menurut Susanti 

Adi Nugroho adalah suatu proses pembicaraan dan perundingan 

dengan pihak lain guna mencapai kesepakatan yang dapat diterima 

oleh semua pihak. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa 

masalah yang dialami oleh kedua pihak dapat diselesaikan. 

3) Mediasi 
 
Mediasi merupakan tipe negosiasi yang melibatkan pihak ketiga 

yang berpengalaman untuk membantu menyelesaikan masalah 

dengan mengelola 

 
 
dan mengoordinasikan tindakan dari pihak-pihak terkait guna 

meningkatkan efektivitas proses negosiasi. Mediasi merupakan 
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proses resmi yang membantu menyelesaikan konflik di antara dua 

pihak atau lebih dengan melibatkan mediator netral yang 

memfasilitasi dialog terbuka dan jujur, tanpa mengambil keputusan 

atau merumuskan kesimpulan untuk para pihak yang terlibat. 

Sasaran utamanya ialah meraih kesepakatan melalui konteks yang 

sama. 

4) Konsiliasi 
 
Konsiliasi merupakan suatu jenis yang berkaitan dengan proses 

mediasi. Mediator berperan sebagai penghubung. Dalam situasi ini, 

konsiliator memanfaatkan inisiatif dengan secara proaktif 

menggunakan teknik-teknik untuk menyelesaikan persoalan dan 

menawarkan solusi yang pantas bagi pihak-pihak yang terlibat. Jika 

kedua belah pihak mampu mencapai kesepakatan, keputusan yang 

diambil oleh konsiliator akan diakui sebagai keputusan resmi. 

Perjanjian yang dibuat bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan 

secara hukum bagi semua pihak yang terlibat. Konsiliasi merujuk 

pada situasi di mana individu yang terlibat dalam perselisihan tidak 

mampu mencapai kesepakatan bersama, dan seorang mediator 

menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.24 

 

 

 

 
                                                   

24 Amriani, Nurnaningsih. 2012. Mediasi alternatif Penyelesaian 
Sengketa.Jakarta:Rajawali Press 
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2.3 Tinjauan Umum Tentang Usaha Dagang 

 

2.3.1 Pengertian Usaha Dagang 

 

Usaha Dagang (UD) adalah jenis usaha yang fokus utamanya adalah 

membeli barang lalu menjualnya lagi untuk mendapatkan keuntungan. 

Keuntungan dari produk yang dijual didapat dengan mempertimbangkan 

biaya operasional dan distribusi. Usaha dagang mandiri adalah jenis usaha 

yang dibentuk oleh individu atau perseorangan dengan modal yang bersumber 

dari dana pribadi. Usaha dagang bisa menjual satu tipe barang ataupun 

berbagai jenis barang dalam jumlah besar (sering disebut grosir) atau sebagai 

pengecer langsung kepada konsumen dengan jumlah barang sesuai kebutuhan. 

Usaha dagang (UD) memiliki syarat yang relatif sederhana, yaitu yang 

terpenting menjalankan usaha secara otonom oleh satu individu.25 

 
2.3.2 Jenis-Jenis Bidang Usaha 

 

Enam bidang usaha yang menjadi pilihan untuk wirusahawan 

yang baru ingin memulai usaha, diantaranya : 

1) Usaha Makanan (Kuliner) 
 

2) Usaha Pakaian dan Perhiasan 
 

3) Usaha yang terkait dengan tempat tinggal 
 

4) Usaha Pendidikan 
 

5) Usaha yang terkait dengan rekreasi 
 

6) Usaha Pendukung. 
 

 
                                                   

25 Oemar Moechthar, Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan 
Usaha di Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 35 
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2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha 

  Perkembangan atau kesuksesan bisnis seorang wirausahawan 

dipengaruhi oleh berbagai elemen, termasuk seberapa baik mereka 

merencanakan, menjalankan, dan mengimplementasikan strategi mereka, 

serta seberapa keras mereka bekerja. Singkatnya, Hendro menjelaskan bahwa 

sejumlah elemen memengaruhi kesuksesan perusahaan, antara lain:26 

1) Faktor peluang 
 
Peluang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Ada banyak peluang 

bagus, tetapi Anda mungkin tidak cocok untuknya. Menemukan 

peluang emas yang ideal bagi Anda membutuhkan keselarasan, 

kompatibilitas, dan keselarasan antara sifat pribadi Anda, bisnis 

yang Anda masuki, pasar, keadaan, dan perilaku pasar. 

Seringkali, peluang emas bersifat sementara atau hanya masalah 

momentum. Karena kemungkinan emas hanya berbasis 

momentum, hal ini seringkali mengakibatkan bisnis memiliki 

umur yang pendek. Peluang berskala industri dengan potensi 

pengembangan yang substansial adalah peluang ideal untuk 

membantu Anda sukses.27 

2) Faktor manusia (SDM) 
 
Sumber daya manusia (SDM) potensial suatu perusahaan 

merupakan salah satu elemen yang memengaruhi kesuksesannya. 

                                                   
26 Diana Ariswanti Triningtyas, Dasar-dasar Kewirausahaan (Jawa Timur: CV. AE 

MEDIA GRAFIKA, 2016),hlm.48 
27 Ariz Setyawan, Sejarah Teori Peluang dan Genetika Peluang, (Jakarta Timur: 

PT Balai Pustaka (persero), 2012),hlm.12. 
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Terlepas dari strukturnya, unsur manusia merupakan komponen 

terpenting dan strategis dalam setiap bisnis atau organisasi. SDM 

begitu krusial sehingga memegang posisi strategis yang setara 

dengan manajemen informasi, produksi, teknologi, pemasaran, 

dan keuangan. Strategi adalah upaya untuk mengarahkan 

bisnis dalam mempertimbangkan dan menyelesaikan tantangan 

yang menuntut perubahan, serta memberi mereka kesempatan 

untuk menangani perubahan tersebut dengan sukses. 

3) Faktor keuangan 
 
Penentu utama kelangsungan bisnis adalah komponen keuangan. 

Pertimbangan keuangan, terutama apakah dan kapan dana yang 

diinvestasikan akan dikembalikan, harus menjadi prioritas utama 

bagi bisnis secara umum. Perusahaan pasti akan berhenti dan 

bangkrut tanpa arus kas.28 

4) Faktor organisasi 
 
Organisasi adalah lokasi atau wadah tempat individu dapat berkumpul 

dan berkolaborasi secara logis dan metodis, dengan cara yang terencana, 

terawasi, dan terkendali. Pembagian kerja, wewenang, dan tanggung 

jawab diterapkan untuk melaksanakan tugas-tugas spesifik dengan 

menggunakan sumber daya (uang, material, mesin, metode, 

lingkungan), infrastruktur, data, dan sebagainya, yang semuanya 

digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.29 

                                                   
28 Mike Rini Sutikno, 120 Solusi Mengelola Keuangan Pribadi (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2008),hlm.98. 
29 Choms Gary Ganda Tua Sibarani, dkk, Dasar-dasar Kewirausahaan (Medan:Yayasan 

Kita Menulis,2019),hlm.48 
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5) Faktor perencanaan 
 
Perencanaan adalah aktivitas berkelanjutan yang melibatkan 

pengambilan keputusan tentang berbagai potensi penggunaan sumber 

daya untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Salah satu 

teknik manajemen fundamental adalah perencanaan, yang berfungsi 

untuk memandu arah organisasi, menentukan cara terbaik untuk masa 

depan, dan memfokuskan upaya kelompok ke arah tersebut. 

Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan cara terbaik untuk 

mencapainya sebelum mengambil tindakan apa pun.30 

6) Faktor pemasaran dan penjualan 
 

Menurut Stanton, pemasaran adalah sistem menyeluruh dari berbagai 

operasi perusahaan yang bertujuan untuk mengatur, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa kepada 

pelanggan dengan cara yang memuaskan. Terlepas dari skalanya, 

pemasaran sangat penting bagi semua organisasi. Penjualan yang lebih 

rendah akan terjadi jika konsumen tidak mengetahui produk yang 

diproduksi tanpa adanya promosi. Namun, pemasaran yang efektif dapat 

meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk yang ditawarkan 

dan menarik lebih banyak pembeli, terutama jika produk tersebut unik, 

berkualitas tinggi, dan inovatif.31   

 
 

 

                                                   
30 Aniesa Samira Bafadhal, Perencanaan Bisnis Pariwisata (Pendekatan Lean Planning), 

(Malang: UB Press,2018),hlm.66 
31 Brillyanes Sanawiri dan Mohammad Iqbal, Kewirausahaan, (Malang: UB Press, 

2018),hlm.133 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

3.1.1 Waktu Penelitian 

 

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah 

dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan 

seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Oktober 2024 sampai 

Bulan April 2025. 

 
 

 
Kegiatan 

Bulan  
 
Keterangan Oktober 

2024 
Novembe

r 2024 

Desembe
r 2024 

Januari 
2025 

Februari 
2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  
Pengajuan 
Judul 

                     

Seminar 
Proposal 

                     

Penelitian                      
Penulisan 
dan 
Bimbingan 
Skripsi 

                     

Seminar 
Hasil 

                     

Sidang 
Meja 
Hijau 

                     

 
3.1.2 Tempat Penelitian 

 

Tempat Penelitian dilakukan di UD. Dua Saudara, Dusun XIII Jalan 

Orde Baru No 12A, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli 
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Serdang, Provinsi Sumatera Utara 

 
 

3.2 Metodologi Penelitian 

 

3.2.1 Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu 

suatu tahap prosedur penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan 

kebenaran dengan merujuk pada logika ilmiah dari perspektif normatif. 

Dikatakan normatif, karena hukum dianggap sebagai sesuatu yang mandiri 

sehingga penerapannya ditentukan oleh hukum itu sendiri, bukan oleh faktor-

faktor eksternal. 32Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa penelitian hukum 

normatif bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumen hukum 

melalui analisis pokok permasalahan.33 

Penelitian hukum normatif melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan 

data sekunder. Penelitian hukum normatif tidak memerlukan data atau fakta 

sosial, karena tidak mengakui keberadaan fenomena sosial tersebut; penelitian 

ini hanya menerima bahan-bahan hukum. Dengan demikian, untuk  

memperjelas  hukum  atau  untuk  mendapatkan  makna  dan memberikan 

nilai padanya, hanya konsep-konsep hukum yang digunakan, dan tindakan 

yang diambil bersifat normatif.34 Penelitian ini dilakukan dengan 

menganalisis dan memanfaatkan data sekunder mengenai Pemeriksaan 

Hukum Penyelesaian Sengketa Tanpa Perjanjian Kerja Sama pada Industri 

                                                   
32 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), hal. 57. 
33 Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, Argumentasi Hukum, 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 3. 
34 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 

2008),hlm. 87 
 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/4/26 
 
 
 
 

Access From (repositori.uma.ac.id)13/4/26 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Rahma Alya - Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Penjualan Tanpa Perjanjian Kerjsama Secara...



39  

Kayu Lapis (Studi Kasus di UD. Dua Saudara). 

Data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan buku 

untuk melengkapi penulisan penelitain antara lain: 

 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang wajib 

diikuti.Bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai 

sumber hukum primer adalah Pasal 1313 KUHPerdata mengenai 

Perjanjian dan Pasal 1233 KUHPerdata mengenai Perikatan. 

b. Bahan sekunder merupakan bahan hukum yang menguraikan bahan 

hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini, sumber hukum sekunder 

yang digunakan meliputi buku-buku, literatur mengenai 

penyelesaian sengketa tanpa adanya perjanjian kerja sama, 

penelitian serta tulisan para ahli hukum, jurnal, makalah hukum, dan 

sejenisnya. 

c. Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang dapat 

memberikan arahan atau penjelasan untuk bahan hukum sekunder. 

Dalam penyusunan skripsi ini, bahan hukum tersier yang digunakan 

adalah kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. 

 
 

3.2.2 Jenis Data 

 

Karakteristik penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang berarti 

menggambarkan fakta-fakta dalam bentuk data sekunder (data yang telah 

tersedia) yang terdiri dari sumber hukum primer (peraturan perundang- 

undangan), sumber sekunder (doktrin), dan sumber hukum tersier (pandangan 

masyarakat). Metode deskriptif analitis adalah pendekatan yang digunakan 
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untuk menjelaskan Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanpa Perjanjian 

Kerja Sama Dalam Usaha Triplek (Studi Kasus Di UD. Dua Saudara) lalu 

mengumpulkan beberapa data dan dengan menganalisis aspek-aspek yang 

berhubungan dengan penyusunan skripsi. 

 
 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data/sumber bahan hukum.35 Berdasarkan pendekatan dan 

sumber bahan hukum dalam penelitian ini, maka dalam memudahkan untuk 

mendapatkan bahan hukum yang akan ditelaah, penelitian ini menggunakan 

teknik penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitain lapangan 

(Field Research). Penelitain kepustakaan (Library Research) atau studi 

documenter,36 dengan cara mempelajari buku hukum, artikel atau jurnal 

hukum, tulisan para pakar hukum serta peraturan perundang-undangan yang 

terkait erat dengan permasalahan yang dibahas. Kepustakaan yang dirujuk 

harus relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, untuk 

itu dibutuhkan keselektifan dalam memilih serta memilah kepustakaan yang 

relevan dengan topik yang menjadi objek atau isu penelitian.37 

Studi dokumen, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, 

dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, seperti peraturan 

                                                   
35 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 62. 
36 Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada 

Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal.19 
37 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 

2008), hal. 102 
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perundang-undangan, bahan hukum sekunder, seperti buku dan opini ilmiah, 

serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, yang relevan dengan 

penelitian. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat, bahan- bahan 

tersebut kemudian dikaji dan dihubungkan untuk disajikan secara lebih 

terorganisir. 

Selain itu, dilakukan penelitian lapangan (Field Research) melalui 

wawancara dengan Pemilik UD. Dua Sibling. Alat pengumpul data yang 

diterapkan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu suatu metode untuk 

mengatasi masalah dengan mencari sumber-sumber tulisan yang telah ada 

sebelumnya. Studi ini juga menggunakan panduan wawancara yang 

mencakup pertanyaan secara sistematis untuk memperoleh informasi 

mengenai rumusan masalah. 

 
 
3.2.4 Analisis Data 

 

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan 

menyusun data ke dalam pola, kategori, dan unsur pokok deskriptif, sehingga 

dapat ditemukan tema dan data dapat dirumuskan menjadi hipotesis kerja yang 

diajukan oleh data tersebut.38 

 
Analisis data adalah proses menyusun urutan-urutan data, 

mengubahnya menjadi pola, kategori, dan penjelasan pokok. Analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu berfokus pada relevansi 

                                                   
38 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosda 

Karya, 2004), hal 103. 
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data dengan permasalahan, bukan pada banyaknya data (kuantitatif).39 

Penelitian yang menerapkan metode analisis data kualitatif didasarkan pada 

asumsi-asumsi tentang fenomena sosial atau realitas yang kompleks, di mana 

terdapat pola atau ketentuan tertentu tetapi juga mengandung keragaman atau 

variasi yang tinggi. 

Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian pustaka dan data 

lapangan yang sudah dikumpulkan kemudian disusun secara teratur dan 

sistematis, lalu dianalisis dengan metode kesimpulan kualitatif untuk 

mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai inti permasalahan. Data hasil 

penelitian ini dirangkum dengan metode deduktif, yakni mengalihkan 

kesimpulan dari isu umum ke isu yang lebih spesifik, sehingga dapat dijadikan 

panduan dalam menjawab permasalahan penelitian mengenai Analisis Hukum 

Penyelesaian Sengketa Tanpa Perjanjian Kerjasama pada Usaha Kayu Triplek 

(Studi Kasus pada UD. Dua Saudara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
39 Johny Ibrahim, Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : 

Bayumedia Publishing, 2008), hal. 161. 
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                                                         BAB V 

 

                                       KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

1. Perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan meskipun dianggap lebih lemah 

kedudukannya dibandingkan dengan perjanjian tertulis, bukan berarti 

perjanjian lisan tidak diakui sebagai perjanjian yang sah. Perjanjian baik itu 

perjanjian tertulis maupun tidak tertulis jika merujuk kepada Pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kerja sama antara UD 

Dua Saudara dengan CV Mestika Jaya Abadi memiliki syarat subjektif yaitu 

persetujuan dan kesanggupan pelaku untuk bertindak. UD Dua Saudara dan 

CV Mestika Jaya Abadi telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama 

untuk mencapai kesepakatan meskipun kesepakatan tersebut dalam 

berbentuk lisan yang secara Undang-Undang tetap diakui oleh negara 

meskipun pembuktiannya sangatlah tidak relevan. Mekanisme yang 

dilakukan oleh kedua insan merupakan perjanjian secara lisan yang 

disaksikan oleh Founder sudahlah benar transaksi jual beli bahan baku 

triplek oleh pihak UD Dua Saudara kepada pihak CV Mestika Jaya Abadi. 

2. Perselisihan adalah suatu konflik yang terjadi ketika salah satu pihak yang 

merasa dirugikan secara tidak langsung menyampaikan ketidakpuasan atau 

kekhawatiran kepada pihak yang dianggap menyebabkan kerugian atau 

kepada pihak lain yang seharusnya mengekspresikannya, sehingga 

menimbulkan perselisihan atau pertikaian. Ketidakcocokan yang muncul di 

antara pihak-pihak tidak selalu berdampak buruk, oleh karena itu perjanjian 

perlu diatur dengan cermat. Cara penyelesaian sengketa antara UD Dua 
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Saudara dan CV Mestika Jaya Abadi dimulai dengan pendekatan non litigasi 

(di luar pengadilan), yang mencakup negosiasi dan konsiliasi antara kedua 

pihak, namun tahap itu tidak dapat menyelesaikan sengketa di antara mereka. 

Dan juga berusaha menuju tahap berikutnya yaitu tahap mediasi yang 

melibatkan kurator/mediator dan juga ke tahap Arbitrase. Namun, fase 

tersebut tidak dapat menyelesaikan sengketa karena hingga kini pihak CV 

Mestika Jaya Abadi masih belum melunasi utangnya tersebut. Akhirnya, UD 

Dua Saudara mengambil langkah hukum litigasi (di pengadilan) untuk 

mencari dan menyelesaikan perselisihan di antara kedua pihak tersebut. 

Namun, proses hukum litigasi memerlukan waktu yang sangat panjang dan 

biaya yang sangat tinggi. 
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5.2 Saran 

 

 

Rejo  
Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang 

Sumatera Utara 

 
SURAT KETERANGAN JUAL BELI BAHAN BAKU TRIPLEK 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini Pihak Maulana Alfian selaku Direktur dari 
UD Dua Saudara dengan Pihak Arifin selaku Direktur CV Mestika Jaya Abadi 
menerangkan bahwa: 

Nama : Maulana Alfian 
Umur : 31 Tahun 
Pekerjaan : Direktur 
Alamat : Komplek Permata Hijau Blok DD No 8 

 
Bener memiliki Bahan Baku 

Triplek Jenis Bahan Baku 
Triplek : 
Umur : 
Banyaknya : 

 
Bahan Baku Triplek dijual 

kepada Nama : 
Umur : 
Pekerjaan : 
Alamat : 

 
 

 
Direktur 

 
 

(Maulan Alfian) 

UD. DUA SAUDARA 
6 JL. Orde Baru No 12A. Desa Mulio 
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1. Diharapkan kedua belah pihak antara pihak UD Dua Saudara 

dengan Pihak CV Mestika Jaya Abadi supaya lebih teliti lagi dan 

solid dalam bekerja sama transaksi jual beli bahan baku triplek dan 

juga melakukan perjanjian secara tulis supaya apabila terjadi 

sengketa kembali melakukan proses pembuktiannya lebih gampang 

dan saling menghormati hak dan kewajiban didalam perjanjian 

tertulis tersebut, guna untuk menghindari jika dikemudian hari 

terjadi suatu permasalahan yang membuat antara kedua belah pihak 

merasa dirugikan. 

2. Diharapkan kedua belah pihak tetap melakukan upaya hukum non 

litigasi dikarenakan untuk mencapai perdamaian dan keseriusan 

dalam menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak, akan tetapi 

apabila dari pihak CV Mestika Jaya Abadi tidak ada keseriusan 

dalam melunaskan dan membayarkan maka solusi terakhirnya 

adalah melakukan upaya hukum litigasi untuk memberikan 

keseriusan dan efek jera terhadap pihak CV Mestika Jaya Abadi. 
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Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. Lex Generalis. Vol 6. No 4. 

 

 

C. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif 

penyelesaian sengketa 

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan Pasal 1313 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian 

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang asas kebebasan 

berkontrak Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang 

syarat sah perjanjian 

 
D. Wawancara 

Hasil wawancara dengan Direktur Perusahaan UD. Dua Saudara Bapak 

Maulana Alfian, di UD. Dua Saudara, Dusun XIII Jalan Orde 

Baru No 12A, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, 

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 

Mei 2025 
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DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA DIREKTUR UD. DUA 

SAUDARA BAPAK MAULANA ALFIAN PADA PUKUL 11.45 WIB 
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DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA 

 

1. Rahma Allya: Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama Jual 

Beli Triplek Tanpa Perjanjian? 

Maulana Alfian Direktur UD Dua Saudara: Bentuk mekanisme yang 

dilakukan antara kedua belah pihak antara UD Dua Saudara dan CV 

Mestika Jaya Abadi tidak adanya perjanjian secara tertulis atau sah 

melainkan melakukan perjanjian secara lisan dan bermodalkan percaya 

juga dikarenakan sudah pernah bekerja sama sangat lama 

2. Rahma Allya: Bagaimana Upaya Hukum Dalam Penyelesaian 

Sengketa Penjualan Tanpa Perjanjian Kerja Sama Pada Usaha Triplek 

di UD. Dua Saudara? 

Maulana Alfian Direktur UD Dua Saudara: Upaya hukum yang 

dilakukan oleh pihak UD Dua Saudara terhadap Pihak CV Mestika 

Jaya Abadi ialah langkah awalnya melakukan upaya non litigasi (diluar 

pengadilan) yang dimana upaya ini untuk melakukan perdamaian 

antara kedua belah pihak dengan melakukan negoisiasi konsiliasi 

mediasi dan juga arbitrase, akan tetapi apabila upaya non-litigasi 

tersebut tidak efektif maka upaya litigasi (didalam pengadilan) lah 

bentuk penyelesaian untuk lebih konkrit dan efisien, meskipun 

memakan biaya dan waktu yang sangat lama. 

3. Rahma Allya: Apakah UD. Dua Saudara memiliki bukti transaksi yang 

dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa, meskipun tanpa 

perjanjian tertulis? 

Maulana Alfian Direktur UD Dua Saudara: Punya. 
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4. Rahma Allya: apakah bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kegiatan 

jual beli triplek? 

Maulana Alfian Direktur UD Dua Saudara: Bentuk wanprestasi yang 

dilakukan oleh pihak CV Mestika Jaya Abadi ialah tidak menaati 

perjanjian lisan dalam bekerja sama sehingga sampai sekarang utang 

piutangnya masih ada. 

5. Rahma Allya: Apa langkah hukum yang dapat ditempuh UD. Dua 

Saudara untuk melindungi hak-haknya dalam transaksi tanpa 

perjanjian kerja sama di masa depan? 

Maulana Alfian Direktur UD Dua Saudara: Langkah hukumnya yang 

ditempuh oleh pihak UD Dua Saudara terhadap pihak CV Mestika Jaya 

Abadi ialah memberikan bukti"dan fakta"yang ada pada saat transaksi 

jual beli bahan baku triplek ke pengadilan dan pihak pengadilan lah 

yang akan menyelesaikan masalahnya tersebut apabila kedua belah 

pihak setuju. 

6. Rahma Allya: Apa langkah preventif yang dapat dilakukan UD. Dua 

Saudara agar sengketa serupa tidak terulang di masa mendatang? 

Maulana Alfian Direktur UD Dua Saudara: Langkah preventif yang 

dilakukan oleh pihak UD Dua Saudara ialah dengan membuat 

perjanjian tertulis agar pembuktian ketika pihak yang lain bermasalah 

kembali agar enak di proses secara hukum dan tidak ada kesusahan 

dalam pembuktiannya tersebut. 

7. Rahma Allya: Apa bentuk pertanggungjawaban hukum dari pihak 

pembeli atau penjual dalam sengketa jual beli triplek tanpa perjanjian 
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kerja sama? 

Maulana Alfian Direktur UD Dua Saudara: Bentuk pertanggung 

jawaban hukum dari pihak pembeli yaitu menerima konsekuensi dari 

perbuatan yangdilakukan oleh pembeli dikarenakan melakukan 

perbuatan melawan hukum atau wanprestasi terhadap penjual 

dikarenakan tidak melunaskan hutangnya tersebut. Pertanggung 

jawaban hukum terhadap penjual ialah bahwasannya penjual tersebut 

sudah sesuai dengan prosedur dalam memberikan dan melayankan 

pembeli dengan hasil yang maksimal. 

8. Rahma Allya: Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha 

kecil seperti UD. Dua Saudara dalam sengketa bisnis tanpa kontrak 

tertulis? 

Maulana Alfian Direktur UD Dua Saudara: Perlindungan hukum untuk 

usaha kecil seperti UD Dua Saudara ialah lebih memperhatikan 

bagaimana perkembangan"dan kesetaraan untuk mensejahterakan 

bisnis kecil seperti UD Dua Saudara 

9. Rahma Allya: Apa kekuatan hukum dari bukti transaksi non-formal 

seperti nota, kwitansi, atau saksi dalam menyelesaikan sengketa 

penjualan tersebut? Maulana Alfian Direktur UD Dua Saudara 

Kekuatan huku untuk pembuktian transaksi jual beli seperti nota 

kwitansi dan saksi merupakan bentuk dari bukti-bukti untuk 

melakukan pembuktian secara hukum dan dari bagian tersebut bisa 

dikatakan merupakan pembuktian yang secara sah dan kuat dalam 

pembuktian secara hukum. 
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10. Rahma Allya: Apakah terdapat bukti lain selain nota, 

kwitansi, atau saksi sebagai alasan penjamin atas transaksi jual beli 

triplek? 

Maulana Alfian Direktur UD Dua Saudara: Bukti lain tidak ada, 

akan tetapi bahwasannya pihak UD Dua Saudara melakukan penyitaan 

alat mesin sanwill untuk melunaskan hutang dan termasuk sebagai 

penjamin dan didalam pengambilan mesin tersebut kedua belah pihak 

melakukan perjanjian tertulis. 
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